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HUKUM

PERBURUHAN

Persoalan ketenagakerjaan begitu luas
dan kompleks meliputi syarat-syarat
kerja termasuk jam kerja dan waktu
istirahat, upah dan jaminan sosial,
hubungan kerja antara pekerja dan
pengusaha, keselamatan dan

Pokok Pembahasan dalam
buku ini adalah:
Kondisi Ketenagakerjaan
Hubungan Industrial
Perselisihan Hubungan

Industrial ; i

e kesehatan kerja, peningkatan
Kesejahteraan Tenaga oy 1
Kera produktivitas perusahaan, penyelesaian

perselisihan, perlindungan tenaga kerja,
kebebasan berserikat, perluasan
kesempatan kerja untuk menanggulangi
dan kemiskinan. Hak berserikat dan
pembinaan serikat pekerja, hanya
merupakan bagian kecil dari masalah
‘ketenagakerjaan. Termasuk pula di
dalamnya masalah informasi dan
perencanaan tenaga kerja, antarkerja
daerah dan penernpatan di luar negeri,
pelatihan, dan produktivitas kerja.

Outsourcing Tenaga Kerja
dalam Perusahaan
Perlindungan Hukum
Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri
Permasalahan Revisi UU
No. 13 Tahun 2003
Beberapa Perkara
Perburuhan

Penutup

Keistimewaan buku ini:

* Memuat kasus-kasus populer yang terjadi dalam hukum perburuhan
(Ketenagakerjaan)

® Memberikan wawasan pengetahuan yang luas mengenai hukum
perburuhan dan permasalahan perburuhan (Ketenagakerjaan) di
Indonesia

*Merujuk kepada peraturan perundang-undangan terbaru dalam
bidang perburuhan (Ketenagakerjaan)
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